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ABSTRAK 

 

 

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

KARENA MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN 

 

Oleh  

MELISA RATNA SARI 

 

Penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa 

karena Maladministrasi melalui Ombudsman ini bertujuan untuk menganalisa 

tentang kebenaran adanya maladministrasi dalam kasus Pemberhentian Perangkat 

Desa Buah Berak Lampung Selatan, yang sudah dipastikan oleh Ombudsman 

Perwakilan Provinsi Lampung bahwa memang terdapat penyimpangan prosedur 

dan ditemukannya Maladministrasi. Maladministrasi telah diatur di dalam Undang-

Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dimana 

termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. 

Akibat dari kelalaian dari Kepala Desa inilah yang para perangkat desa merasa 

dirugikan dan kurang nya mendapat perlindungan hukum. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan sistem wawancara kepada informan yang berasal dari 

Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung. Pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis campuran yaitu deskriptif dan kuantitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Lembaga Ombudsman Perwakilan 

Provinsi Lampung sudah efektif dalam menjalankan fungsi nya dalam menjaga 

transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Namun, sebagai lembaga independen setiap hasil pemeriksaan dari laporan yang 

diterima oleh Ombudsman memiliki penyelesaian yang berbeda-beda. Oleh karena 

itu kekuatan hukum dari setiap hasil nya pun berbeda. Meskipun demikian 

rekomendasi dari hasil pemeriksaaan Ombudsman memiliki kekuatan moralitas 

yang bertujuan untuk mempengaruhi para pelayanan publik agar dapat mematuhi 

rekomendasi tersebut. 

 

Kata Kunci : Pemberhentian, Perangkat Desa, Ombudsman 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SETTLEMENT OF DISPUTES OF TERMINATION OF VILLAGE 

EQUIPMENT DUE TO MALADMINISTRATION THROUGH  

THE OMBUDSMAN 

 

 

By 

 

MELISA RATNA SARI 

 

 

The research entitled Dispute Resolution of Dismissal of Village Officials due to 

Maladministration through the Ombudsman aims to analyze the truth of 

maladministration in the case of Dismissal of Buah Berak Village Officials in South 

Lampung, which has been confirmed by the Ombudsman Representative for 

Lampung Province that there were indeed procedural irregularities and 

maladministration was found. Maladministration has been regulated in Law No. 37 

of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia, which includes 

negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services 

carried out by state administrators and the government. As a result of the village 

head's negligence, village officials felt disadvantaged and lacked legal protection. 

This study uses an empirical juridical approach. Data collection was carried out 

using an interview system with informants from the Ombudsman Representative 

Office for Lampung Province. Data processing in this study uses mixed analysis, 

namely descriptive and quantitative. 

The results of this study indicate that the Lampung Province Representative 

Ombudsman Institution has been effective in carrying out its functions in 

maintaining transparency, accountability and justice in government administration. 

However, as an independent institution, each examination result of a report received 

by the Ombudsman has a different resolution. Therefore the legal force of each 

result is different. Even so, the recommendations from the results of the 

Ombudsman's examination have the power of morality which aims to influence 

public services so they can comply with these recommendations. 

 

Keywords: Termination, Village Officials, Ombudsman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring ldengan lmeningkatnya lsemangat lperubahan lyang lbertujuan ldalam 

menyusun lkembali ltatanan lsosial ldalam lberbangsa ldan lbernegara, lpemerintah 

telah lmembentuk llembaga lnegara ldan llembaga lpemerintahan lyang lbaru 

sebagai lbentuk lperubahan lmendasar ldalam lsistem lpemerintahan. lSalah lsatu 

lembaga lyang ldibentuk loleh lpemerintah ladalah lKomisi lOmbudsman lNasional 

yang ldibentuk lpada ltanggal l10 lMaret l2000 lberdasarkan lKeputusan lPresiden 

Nomor l44. lDidalam lKeputusan lPresiden ltersebut lmenjelaskan lbahwa 

Ombudsman lNasional ladalah llembaga lpengawasan lmasyarakat lyang 

berasaskan lPancasila ldan lbersifat lmandiri, lserta lberwenang lmelakukan 

klasifikasi, lmonitoring latau lpemeriksaan latas llaporan lmasyarakat lmengenai 

penyelenggaraan lnegara lkhususnya lpelaksaan loleh laparatur lpemerintahan 

termasuk llembaga lperadilan lterutama ldalam lmemberikan lpelayanan lkepada 

masyarakat.1 

Sebagai lsalah lsatu lpengawas leksternal lOmbudsman lberfungsi ldalam 

mengawasi lpenyelenggaraan lpelayanan lpublik, lbaik lyang ldiselenggarakan  

oleh lpenyelenggara lpelayanan lpublik ldan lpemerintahan ltermasuk lyang 

diselenggarakan loleh lBadan lUsaha lMilik lNegara, lBadan lUsaha lMilik  

Daerah, ldan lBadan lHukum lMilik lNegara lserta lbadan lswasta.2 lOmbudsman 

sendiri lmemiliki l8 lpoint ltugas lyang ldiantaranya l(1) lMenerima llaporan latas 

dugaan lMaladministrasi ldalam lpenyelenggaraan lPelayanan lPublik, l(2) 

                                                           
1 lPasal l2 lKepres lNomor l44 lTahun l2000. 
2 lSolechan, l‘Memahami lPeran lOmbudsman lSebagai lBadan lPengawas lPenyelenggaraan 

lPelayanan lPublik lDi lIndonesia’, lAdminstrative lLaw l& lGovernance lJournal, lVol.1 

l(2018), lhal. l64. 
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Melakukan lpemeriksaan lsubtansi latas lLaporan, l(3) lMenindaklanjuti llaporan 

yang ltercakup ldalam lruang llingkup lkewenangan lombudsman, l(4) lMelakukan 

investigasi latas lprakarsa lsendiri lterhadap ldugaan lMaladministrasi ldalam 

penyelenggaraan lPelayanan lPublik, l(5) lMelakukan lkoordinasi ldan lkerja lsama 

dengan llembaga lNegara latau llembaga lpemerintahan llainnya lserta llembaga 

kemasyarakatan ldan lperseorangan, l(6) lMembangun ljaringan lkerja, l(7) 

Melakukan lupaya lpencegahan lMaladministrasi ldalam lpenyelenggaraan 

Pelayanan lPublik ldan, l(8) lMelakukan ltugas llain lyang ldiberikan loleh Undang-

Undang. 

Ombudsman ldi lbentuk lberdasarkan lUndang-Undang lNomor l37 lTahun l2008 

tentang lOmbudsman lRepublik lIndonesia. lLembaga lini lmerupakan lsalah lsatu 

lembaga lyang ldi lpercaya loleh lmasyarakat luntuk lmenyelesaikan lberbagai 

persoalan lyang ldisebabkan loleh llembaga lpublik. lSalah lsatu lpermasalahan 

yang lditangani lyaitu lterkait ldengan lMaladministrasi lsebagaimana ltelah ldi 

sebutkan ldidalam lpoint lke l4 ldan lke l7 ltugas ldari lOmbudsman. lBerdasarkan 

point ltersebut lpenyelesaian lMaladministrasi loleh lOmbudsman lbiasanya lakan 

dilakukan linvestigasi lterlebih ldahulu latas lprakarsa lsendiri lterhadap ldugaan 

Maladministrasi ldalam lpenyelenggaraan lPelayanan lPublik lselain litu 

Ombudsman ljuga lturut lserta lmelakukan lupaya lpencegahan lMaladministrasi 

dalam lpenyelenggaraan lPelayanan lPublik. 

Maladministrasi ldidefinisikan lsebagai lperilaku lmelawan lhukum, lmelampaui 

wewenang, lmenyalahgunakan lwewenang luntuk ltujuan llain ltermasuk lkelalaian 

atau lpengabaian lhukum ldalam lpenyelenggaraan lpelayanan lpublik lyang 

dilakukan loleh lpenyelenggara lnegara latau lpemerintahan lserta lmenimbulkan 

adanya lkerugian lmateriil ldan/atau limmaterial lbagi lmasyarakat latau 

perseorangan lsebagaimana ltelah ldijelaskan ldidalam lUndang-Undang lNomor 

37 lTahun l2008 ltentang lOmbudsman lRepublik lIndonesia,.3 lKeterkaitan 

maladministrasi ldengan lUndang-Undang lNomor l25 lTahun l2009 ltentang 

Pelayanan lPublik lterdapat ldidalam lPasal l1 langka l3 lUndang-Undang lNomor 

                                                           
3 l‘Undang-Undang lRI lNomor l37 lTahun l2008 lTentang lOmbudsman lRepublik lIndonesia’. 
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37 lTahun l2008 ltentang lOmbudsman, lyang ltertulis l: l“termasuk lkelalaian latau 

pengabaian lkewajiban lhukum ldalam lpenyelenggaraan lpelayanan lpublik lyang 

dilakukan loleh lpenyelenggara lnegara ldan lpemerintah.” 

Akibat ldari lkelalaian lpara lpenyelenggara lnegara linilah lyang lmenimbulkan 

adanya lsengketa lmaladministrasi ldidalam lmasyarakat. lSeperti ladanya 

pungutan lliar, ldiskriminasi, lpenyalahgunaan lwewenang lbahkan lada 

penyimpangan lprosedur lpemberhentiaan lperangkat ldesa lsecara lnon  

prosedural, ltetapi ltetap ldikeluarkan loleh lpemerintah lsetempat lyaitu lKepala 

Desa ldengan lcara ldipaksa lmengundurkan ldiri ldan lkemudian ldi lnonaktifkan 

masa lkerjanya. lSementara lmekanisme lpemberhentian lPerangkat lDesa ltelah 

diatur ldidalam lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri lNomor l67 lTahun l2017 

Tentang lPerubahan lAtas lPeraturan lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri lNomor 

83 lTahun l2015 lTentang lPengangkatan ldan lPemberhentian lPerangkat lDesa. 

Dimana ldalam lperaturan ltersebut lKepala lDesa lmempunyai lhak 

memberhentian lPerangkat lDesa ldengan lprosedur ldan lsyarat ltertentu ldan  

wajib ldikonsultasikan lterlebih ldahulu lkepada lCamat. 

Disatu lsisi lyang lmenjadi lhal lutama ladalah lbahwa lkepala ldesa ldalam 

mengangkat ldan lmemberhentikan lperangkat ldesa lterlebih ldahulu   

berkonsultasi ldengan lpihak lcamat, lkemudian lnantinya lcamat ldapat 

mengeluarkan ldua lrekomendasi lyaitu ldalam lbentuk lpersetujuan ldan  

penolakan lterhadap lpengangkatan lmaupun lpemberhentian lperangkat ldesa. 

Namun lapabila lcamat l lmenolak latau ltidak lmenyetujui lusulan lkepala ldesa 

terhadap lpermberhentian lperangkat ldesa ltersebut, lmaka lkepala ldesa lakan 

mendapatkan lrekomendasi ltertulis ldari lcamat. lRekomendasi ltertulis ldari  

camat lnantinya lakan ldijadikan ldasar loleh lkepala ldesa ldalam lkeputusannya 

memberhentikan lperangkat ldesa, lkeputusan lini ldisebut ljuga ldengan lkeputusan 

tata lusaha lnegara. lDengan ldemikian lapabila lrekomendasi ltertulis ldari lcamat 

berisi lpenolakan, lmaka lkepala ldesa ltidak ldapat lmemberhentikan lperangkat 

desa lyang lbersangkutan. 

Tetapi ldi ldalam lpraktiknya lseringkali lditemukan lbahwa ldalam lhal 

pemberhentian lperangkat ldesa ltidak lsesuai ldengan lprosedur lyang ltelah   
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diatur. lSengketa lini ldapat ldipicu loleh lbanyak lfaktor, lsalah lsatunya lyaitu 

tidak ldilaksanakan lketentuan ldalam lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri  

Republik lIndonesia lNomor l83 lTahun l2015 ltentang lPengangkatan ldan 

Pemberhentian lPerangkat ldesa ldan lperaturan lpelaksanaanya lsecara lkonsisten, 

konsekuen ldan lbertanggungjawab lkarena lmasih lterdapat lorang-orang lyang 

berbuat lmenyimpang luntuk lmemperoleh lkeuntungan lpribadi ltanpa 

memperdulikan lhak lorang llain. lOleh lkarena litu lsengketa lmaladministrasi 

pemberhentian lperangkat ldesa ltidak ldapat lterhindarkan. lHal linilah lyang 

terjadi ldi lDesa lBuah lBerak lKecamatan lKalianda lKabupaten lLampung 

Selatan. 

Hal lini lmenyebabkan lpara lperangkat ldesa lmerasa lkurang lmendapatkan 

perlindungan lhukum lakibat ladanya lsengketa lmaladministrasi lyang lmereka 

alami. lGuna lmendapatkan lperlindungan lhukum lkarena lhal ltersebut, lsengketa 

dapat ldiselesaikan lmelalui lbeberapa lkemungkinan, lyang lpertama lmelalui 

lembaga lperadilan ltata lusaha lnegara l(PTUN) ldan lyang lkedua lmelalui lupaya 

administratif lserta ldapat lmelalui llembaga lalternatif lpenyelesaian lsengketa ldi 

luar lpengadilan.4 lDalam lproses lpenyelesaian lsengketa lmelalui llembaga 

peradilan lseringkali lmembutuhkan lwaktu ldan lbiaya lyang lcukup lbanyak 

meskipun lterdapat lasas lperadilan lcepat, lringan, ldan ldan lbiaya lringan. lHal 

tersebut lmenyebabkan lPTUN lmerupakan lpilihan lterakhir lmasyarakat ldan 

mencari lalternatif llain ldalam lmemberikan lsolusi lyaitu lmelalui lpenyelesaian 

sengketa lnon llitigasi ldiluar lproses lperadilan lformal latau lmenggunakan 

lembaga lalternatif lpenyelesaian lsengketa.5 lBerdasarkan lketentuan lUndang-

Undang lNomor l25 lTahun l2009 ltentang lPelayanan lPublik, lapabila lterjadi 

sengketa lakibat lpelayanan lpublik lmaka lpenyelesaian lsengketa ltersebut ldapat 

dilakukan lmelalui lpenyelesaian lsengketa lnon llitigasi ldengan ldua lcara, lyaitu 

                                                           
4 lRiza lD, l‘Hakikat lKTUN lMenurut lUndang-Undang lPeradilan lTata lUsaha lNegara lVs 

lUndang-Undang lAdministrasi lPemerintahan’, lSoumatera lLaw lReview, lVol. l2, lNo 

l(2019), lhal. l207-220. 
5 lAmriani lNurnaningsih, lMediasi lAlternatif lPenyelesaian lSengketa lPerdata lDi 

lPengadilan. lRajawali lPers: lJakarta, l2011, lhlm. l19-20. 
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melalui lmediasi ldan lputusan lajudikasi ldimana lkedua lupaya lhukum ltersebut 

dilakukan loleh latau latas linisiatif lombudsman. l 

Berdasarkan llaporan lyang lditerima loleh lOmbudsman lLampung lbahwa 

terdapat lperangkat ldesa laktif lyang ldipaksa luntuk lmundur ldari ljabatannya 

oleh lKepala lDesa lterpilih lseusai lpemilihan lKepala lDesa lyang ldilaksanakan 

di lDesa lBuah lBerak. lKemudian lperangkat ldesa lyang lsudah lmengabdi lselama 

13 ltahun ldan ltidak lingin lmundur ljabatannya ltersebut llalu ldinonaktifkan loleh 

Kepala lDesa lterpilih. lSetelah lupaya lmediasi lyang ldilakukan loleh lSekretaris 

Desa ldan lKepala lDesa lTerpilih lgagal, lpihak lperangkat ldesa ltersebut lmelapor 

kepada lOmbudsman lRepublik lIndonesia lPerwakilan lLampung latas lmasalah 

tersebut.6 

Dari lpaparan ldiatas, lpenulis ltertarik luntuk lmeneliti llebih llanjut lmengenai 

upaya lpenyelesaian lsengketa lmaladministrasi loleh lOmbudsman ldengan 

harapan ldapat lmengidentifikasi lserta lmenganalisis lkelemahan lupaya 

penanganan lsengketa ltersebut ldengan ljudul lpenelitian l“Penyelesaian lSengketa 

Maladministrasi lPemberhentian lPerangkat lDesa lMelalui lOmbudsman”. 

 

1.2 Permasalahan 

Dari luraian llatar lbelakang lmasalah ldiatas, lmaka lrumusan lmasalah lyang lakan 

dibahas lsebagai lberikut l: 

1.  Bagaimana lfungsi llembaga lOmbudsman lRepublik lIndonesia lPerwakilan 

lProvinsi lLampung ldalam lpenyelesaian lsengketa lpemberhentian lperangkat 

ldesa lyang lterkait ldengan lmaladministrasi? 

2.  Bagaimana lkekuatan lmengikat ldari lproduk lOmbudsman lRepublik 

lIndonesia lPerwakilan lProvinsi lLampung ldalam lpenyelesaian lsengketa 

lperangkat ldesa lyang lterkait ldengan lterjadinya lmaladministrasi? 

 

                                                           
6 lhttps://www.destaranews.com/ombudsman-perwakilan-lampung-turun-lapangan-terkait-

pelanggaran-maladministrasi-pemberhentian-perangkat-desa/. lDiakses lpada l15 lSeptember 

l2022 

https://www.destaranews.com/ombudsman-perwakilan-lampung-turun-lapangan-terkait-pelanggaran-maladministrasi-pemberhentian-perangkat-desa/
https://www.destaranews.com/ombudsman-perwakilan-lampung-turun-lapangan-terkait-pelanggaran-maladministrasi-pemberhentian-perangkat-desa/
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan lperumusan lmasalah lyang ldi latas, lmaka ltujuan lpenelitian lyang 

lingin ldicapai ladalah: 

1.  Untuk lmengetahui lfungsi llembaga lOmbudsman lRepublik lIndonesia 

lPerwakilan lProvinsi lLampung ldalam lpenyelesaian lsengketa 

lmaladminstrasi lterhadap lperangkat ldesa ldi lDesa lBuah lBerak lKabupaten 

lKalianda. 

2.  Untuk lmengetahui lkekuatan lmengikat ldari lproduk lOmbudman lRepublik 

lIndonesia lPerwakilan lProvinsi lLampung lterhadap lpenyelesaian lsengketa 

lmaladministrasi lpemberhentian lperangkat ldesa ldi lDesa lBuah lBerak ldi 

lKabupaten lLampung lSelatan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan lyang lingin ldicapai ldalam lpenelitian lini ladalah l: 

1. Secara lTeoritis 

a.  Hasil lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmenjadi linformasi ldan 

lmemberikan lwawasan ldari lsisi lteoritis ldalam lhal lpengembangan 

lkajian lilmu lhukum ladministrasi lnegara lkhususnya lmengenai 

lprosedural lpemberhentian. 

b.  Memberikan lreferensi ltambahan lterkait ldengan lperan lOmbudsman 

lterkait ldengan lpemberhentian lperangkat ldesa lsecara lnon lprosedural 

lbagi lsiapapun lyang lingin lmelakukan lpenelitian llanjutan lpada lbidang 

lyang lsama. 

2. Secara lPraktis 

a.  Sebagai lbahan lmasukan ldan lgagasan lpemikiran lkepada lkepala ldesa 

lsetempat ldalam lhal lpenerapan lprosedural lpemberhentian lperangkat 

ldesa lyang lyang ltidak lsesuai ldengan lketentuan lyang lberlaku ldi 

lwilayah lKabupaten lLampung lSelatan. 

b.  Sebagai lmedia lbagi lpenulis luntuk lmengembangkan lpenalaran ldan 

lmenyumbangkan lgagasan lpemikiran ldan ljuga lsebagai lsalah lsatu lsyarat 

luntuk lmenyelesaikan lstudi lstrata lpada lFakultas lHukum lUniversitas 

lLampung.  



 
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Ombudsman 

2.1.1 Pengertian Ombudsman 

Pengertian ltentang lombudsman ltelah ldijelaskan ldidalam lPasal l1 layat l(1) 

Undang-Undang lNomor l37 lTahun l2008 ltentang lOmbudsman lRepublik 

Indonesia lbahwa l“Ombudsman lRepublik lIndonesia ladalah llembaga lnegara 

yang lmempunyai lwewenang lmengawasi lpenyelenggaraan lpelayanan lpublik 

yang ldiselenggarakan loleh lpenyelenggara lnegara ldan lpemerintahan ltermasuk 

yang ldiselenggarakan loleh lBadan lUsaha lMilik lNegara, lBadan lUsaha lMilik 

Daerah, ldan lBadan lHukum lMilik lNegara lserta lswasta latau lperseorangan 

yang ldiberi ltugas lmenyelenggarakan lpelayanan lpublik lyang lsebagian latau 

seluruh ldananya lbersumber ldari langgaran lpendapatan ldan lbelanja ldan/atau 

anggaran lpendapatan ldan lbelanja ldaerah.”7 

Kemudian lAmerican lBar lAssociation lmenjelaskan lmengenai lombudsman 

seperti lperkantoran lyang lmenyajikan lsuatu lkonstitusi latau ltindakan luntuk 

mengawasi ldan lmemimpin ldengan lsuatu lindependensi, lpejabat lresmi ldengan 

level ltinggi lyang lmana lmempunyai ltanggung ljawab lkepada lbadan llegislasi, 

yang lmana lmenerima lkeluhan lmasyarakat lyang lberkaitan ldengan lpejabat 

pemerintah, lpegawai lnegeri ldan lkaryawan latau lperbuatan lyang lberlawanan 

dengan lketentuan, lombudsman lmempunyai lkekuasaan luntuk lmelakukan 

penyelidikan, lmenganjurkan laksi lkebenaran ldan llaporan lpokok lpersoalan.8 

  

                                                           
7 lUndang-Undang lRI lNomor l37 lTahun l2008 lTentang lOmbudsman lRepublik lIndonesia. l 
8 lColumbia lEncyclopedia, lSixth lEdition, lColumbia lUniversity lPress, l2001., lDiakses 

lMelalui lWww.Defenisi lOmbudsman.Com. lpada l25 lMaret l2023 
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2.1.2 Fungsi dan Tujuan Ombudsman 

Berdasarkan lBab lIV lPasal l6 lUndang-Undang lNomor l37 lTahun l2008 ltentang 

Ombudsman lRepublik lIndonesia, lyaitu lsebagai lberikut: l“Ombudsman 

berfungsi lmengawasi lpenyelenggaraan lpelayanan lpublik lyang ldiselenggarakan 

oleh lPenyelenggara lNegara ldan lpemerintahan lbaik ldi lpusat lmaupun ldi  

daerah ltermasuk lyang ldiselenggarakan loleh lBadan lUsaha lMilik lNegara, 

Badan lUsaha lMilik lDaerah, ldan lBadan lHukum lMilik lNegara lserta lbadan 

swasta latau lperseorangan lyang ldiberi ltugas lmenyelenggarakan lpelayanan 

publik ltertentu.”9 

Penjabaran ldari lfungsi lkomisi lombudsman lberdasarkan lKeppres lNomor l44 

tahun l2000, lyaitu lsebagai lberikut: l 

1)  Memberdayakan lmasyarakat lmelalui lperan lserta lmereka luntuk 

lmelakukan lpengawasan lakan llebih lmenjamin lpenyelenggaraan lnegara 

lyang ljujur, lbersih, ltransparan, lbebas lkorupsi, lkolusi ldan lnepotisme; l 

2)  Menganjurkan ldan lmembantu lmasyarakat lmemanfaatkan lpelayanan 

lpublik lsecara loptimal luntuk lpenyelesaian lpersoalan; l 

3)  Memberdayakan lpengawasan loleh lmasyarakat lmerupakan limplementasi 

ldemokrasi lyang lperlu ldikembangkan lserta ldiaplikasikan lagar 

lpenyalahgunaan lkekuasaan, lwewenang lataupun ljabatan loleh laparatur 

lnegara ldapat ldiminimalisasi; l 

4)  Dalam lpenyelenggaraan lnegara lkhususnya lpenyelenggaraan lpemerintahan 

lmemberikan lpelayanan ldan lperlindungan lterhadap lhak-hak langgota 

lmasyarakat loleh laparatur lpemerintah ltermasuk llembaga lperadilan 

lmerupakan lbagian lyang ltidak lterpisahkan ldari lupaya luntuk lmenciptakan 

lkeadilan ldan lkesejahteraan; 

5)  Lembaga lombudsman lmerupakan lsuatu lkomisi lpengawasan lyang lbersifat 

lmandiri ldan lberdiri lsendiri llepas ldari lcampur ltangan llembaga 

lkenegaraan llainnya.10 

                                                           
9 lUndang-Undang lRI lNomor l37 lTahun l2008 lTentang lOmbudsman lRepublik lIndonesia. 

lBab lIV lPasal l6 
10 lKeppres lNo. l44 lTahun l2000 lTentang lKomisi lOmbudsman lIndonesia’. 
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Adapun lyang lmenjadi ltujuan ldari ldibentuknya lkomisi lombudsman lIndonesia, 

lyaitu: l 

1)  Mewujudkan lnegara lhukum lyang ldemokratis, ladil ldan lsejahtera. l 

2)  Mendorong lpenyelenggaraan lnegara ldan lpemerintahan lyang lefektif ldan 

lefisien, ljujur, lterbuka lserta lbebas ldari lKKN. l 

3)  Melalui lperan lmasyarakat lmembantu lmenciptakan ldan/atau 

lmengembangkan lkondisi lyang lkondusif ldalam lmelaksanakan 

lpemberantasan lkorupsi, lkolusi ldan lnepotisme. l 

4)  Meningkatkan lmutu lpelayanan lnegara ldisegala lbidang lagar lsetiap lwarga 

ldan lpenduduk lmemperoleh lkeadilan, lrasa laman ldan lkesejahteraan 

lsemakin lbaik. l 

5)  Membantu lmenciptakan ldan lmeningkatkan lupaya luntuk lpemberantasan 

ldan lpencegahan lpraktik-praktik lmaladministrasi. l 

6)  Meningkatkan lbudaya lhukum lnasional, lkesadaran lhukum lmasyarakat ldan 

lsupremasi lhukum lyang lberintikan lkebenaran lserta lkeadilan. 

 

2.1.3 Tugas dan Wewenang Ombudsman 

Tugas ldari lOmbudsman ldi lIndonesia lantara llain lyaitu lmengupayakan 

partisipasi lmasyarakat ldengan lmenciptakan lkeadaan lyang lkondusif lbagi 

terwujudnya lbirokrasi lsederhana lyang lbersih, lpelayanan lumum lyang lbaik, 

penyelenggaraan lperadilan lyang lefisien ldan lprofessional ltermasuk lproses 

peradilan lyang lindependen ldan lfair lsehingga ldapat ldijamin ltidak lakan lada 

keberpihakan.11 lAdapun ltugas lOmbudsman lyang llainnya ldiantaranya l: 

1)  Menerima llaporan ldari lmasyarakat lmengenai lpelayanan lpublik lyang 

ltidak lsesuai. lDengan lsyarat lpelapor ladalah lOrang lyang lmempunyai 

lkepentingan lterhadap lkasus lyang ldilaporkan. l 

2)  Melakukan lpemeriksaan l(investigasi) latas llaporan ldari lmasyarakat. 

lInvestigasi ldalam lkonteks lOmbudsman lmerupakan lproses lpenyelidikan 

lterhadap lapakah llaporan/ lkeluhan latau linformasi lyang lmemang lmenjadi 

                                                           
11 lAntonius lSujata ldan lSurahman, l2002. lOmbudsman lIndonesia lDi lTengah lOmbudsman 

lInternasional l(Jakarta: lKomisi lOmbudsman lNasional,. lhlm. l88 
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lkewenangannya ldapat lmenemukan lbukti-bukti, lbahwa lpihak lterlapor 

lterbukti ltelah lmelakukan latau ltidak lmelakukan ltindakan lsebagaimana 

ldilaporkan latau ldikeluhkan. l 

3)  Menindaklanjuti llaporan lmasyarakat ldengan ldasar lwewenang lyang 

ldimiliki. l 

4)  Memberi lalternatif lpenyelesaian latau lmemberi lrekomendasi lkebijakan 

latau lpenyelesaian latas lpengaduan ltersebut. l 

5) .Melakukan lusaha lpencegahan ldalam lketidaksesuaian lpelayanan lpublik.12 

Ombudsman lRepublik lIndonesia ljuga lmemiliki lwewenang ladalah lsebaga 

berikut: l 

1)  Meminta lketerangan ldari lpelapor lmengenai llaporan lyang ldilaporkan 

ltersebut; l 

2) Memeriksa lberkas-berkas lkelengkapan lmengenai llaporan ltersebut; l 

3) Meminta lsalinan lberkas lyang ldiperlukan luntuk lpemeriksaan; l 

4) Melakukan lpemanggilan lterhadap lpelapor ldan lsemua lpihak lyang 

lterlibat;l 

5) Menyelesaikan llaporan ldengan lcara lyang ldisepakati loleh lpihak lyang 

lbersangkutan; l 

6) Membuat lrekomendasi luntuk lpenyelesaian llaporan; l 

7) Mengumumkan lhasil lpertemuan; l 

8) Menyampaikan lsaran lkepada llembaga lnegara ldengan ltujuan lperbaikan 

ldemi lpelayanan lpublik lyang llebih lbaik. 

 

Selain lwewenang ldiatas, lwewenang lombudsman llainnya ljuga lterdapat ldalam 

lPasal l8 layat l(2) lUndang-Undang lOmbudsman lRepublik lIndonesia, lantara 

llain: l 

                                                           
12 lTaufiqukhoman, l2015. lOPTIMALISASI lINVESTIGASI lMaladministrasi lOMBUDSMAN: 

lGuna lMeningkatkan lKualitas lPelayanan lPublik l(Jakarta: lFakultas lIlmu lSosial ldan lIlmu 

lPolitik lUniversitas lDr. lMoestopo lBeragama, lhlm. l4. 
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1) lMenyampaikan lsaran lkepada lPresiden, lkepala ldaerah, latau lpimpinan 

lPenyelenggara lNegara llainnya lguna lperbaikan ldan lpenyempurnaan 

lorganisasi ldan/atau lprosedur lpelayanan lpublik; l 

2) lMenyampaikan lsaran lkepada lDewan lPerwakilan lRakyat ldan/atau lPresiden, 

lDewan lPerwakilan lRakyat lDaerah ldan/atau lkepala ldaerah lagar lterhadap 

lundang-undang ldan lperaturan lperundang-undangan llainnya ldiadakan 

lperubahan ldalam lrangka lmencegah lMaladministrasi.13 

 

 

2.1.4 Susunan Keanggotaan Ombudsman 

Didalam lPasal l11 layat l(1) ldan layat l(2) lUU lOmbudsman lRepublik   

Indonesia, lmenjelaskan lbahwa lPasal l11 layat l(1) lOmbudsman lterdiri latas; l1 

(satu) lorang lKetua lmerangkap langgota, l1 l(satu) lorang lWakil lKetua 

merangkap langgota, ldan l7 l(tujuh) lorang langgota. lPasal l11 layat l(2) ldalam 

hal lKetua lOmbudsman lberhalangan, lWakil lKetua lOmbudsman lmenjalankan 

tugas ldan lkewenangan lKetua lOmbudsman. lDalam lpemilihan lkeanggotaan 

Ombudsman lterdapat ldalam lPasal l14 lUU lOmbudsman lRepublik lIndonesia, 

yaitu lKetua, lWakil lKetua, ldan langgota lOmbudsman ldipilih loleh lDewan 

Perwakilan lRakyat lberdasarkan lcalon lyang ldiusulkan loleh lPresiden.14 

 

2.1.5 Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan 

Pihak lOmbudsman lmenerima llaporan lyang ldisampaikan ldengan lcara ldatang 

llangsung, lsurat ldan/atau lsurat lelektronik, ltelepon, lmedia lsosial, ldan lmedia 

lyang llainnya lyang lditunjukan llangsung lkepada lombudsman. lLaporan lyang 

lditerima lOmbudsman, lharus lsesuai ldengan lsyarat lformal ldan lsyarat lmateriil 

lyang lterdapat ldalam lPeraturan lOmbudsman lRepublik lIndonesia lNomor l26 

lTahun l2017 ltentang lTata lCara lPenerimaan, lPemeriksaan, ldan lPenyelesaian 

lLaporan lTata lcara lpemeriksaan ldan lpeyelesaian llaporan lOmbudsman, 

lmeliputi: l 

                                                           
13 lUndang-Undang lRI lNomor l37 lTahun l2008 lTentang lOmbudsman lRepublik lIndonesia’. 

lBab lIV, lPasal l8 layat l(2). 
14 lIbid.,Pasal l14 
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a. lPenerimaan ldan lverifikasi llaporan; l 

b. lPemeriksaan llaporan; l 

c. lPemeriksaan ldokumen; l 

d. lKlarifikasi ldan lpemanggilan; l 

e. lPemriksaan llapangan; l 

f. lLaporan lakhir lhasil lpemeriksaan l(LAHP); l 

g. lRespon lcepat lOmbudsman; l 

h. lPenyelesaian ldan lpenutupan llaporan.15 

 

2.2 Maladministrasi 

2.2.1 Pengertian Maladministrasi  

Maladministrasi lmerupakan lperilaku latau lperbuatan lmelawan lhukum ldan  

etika ldalam lproses ladministrasi lpelayanan lpublik. lMaladministrasi lterdapat 

beberapa lmacam lbentuk, lseperti lpenyimpangan lprosedur, lpenyalahgunaan 

wewenang, ltermasuk lkelalaian latau lpengabdian lkewajiban lhukum, ltindakan 

diskriminatif, lpermintaan limbalan, ldan llainnya. lTidak lhanya lpemerintah, 

tindakan lMaladministrasi lbisa ljuga ldilakukan loleh lBUMN, lBUMD, lBHMN 

maupun lbadan lswasta latau lbahkan lperseorangan. 

Maladministrasi ladalah lsebuah lperbuatan lmelanggar lhukum. lTerdapat 

beberapa ljenis lmaladministrasi lyang lsering lterjadi. lPertama lmengenai 

penundaan lberlarut, lyaitu ldalam lhal lproses lpemberian lpelayanan lumum 

kepada lmasyarakat, lseorang lpejabat lpublik lsecara lberkali-kali lmenunda latau 

mengulur lwaktu lsehingga lproses ladministrasi ltersebut ltidak ltepat lwaktu 

sebagaimana lyang ltelah lditentukan. lKedua lmengenai lpenyalahgunaan 

wewenang lyaitu ltindakan lseorang lpejabat lpublik lyang lmenggunakan 

wewenangnya l(hak ldan lkekuasaannya luntuk lbertindak) lmelebihi lapa lyang 

seharusnya ldilakukan lsehingga ltindakan ltersebut lbertentangan ldengan 

ketentuan lyang lberlaku. lKetiga lyaitu lmengenai lpenyimpangan lprosedur  

dalam lproses lpelayanan lpublik lseharusnya lmemberikan lpelayanan lpublik  

                                                           
15 lPeraturan lOmbudsman lRepublik lIndonesia lNomor l26 lTahun l2017 lTentang lTata lCara 

lPenerimaan, lPemeriksaan, lDan lPenerimaan lLaporan. 
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yang lbaik, lnamun ldalam lproses lpelayanan lpublik lseringkali lterjadi lperjabat 

publik lyang ltidak lmematuhi ltahapan lyang ltelah lditentukan ldan lsecara lpatut 

sehingga lmasyarakat ltidak lmenerima lpelayan lpublik lsecara lbaik.16 

 

2.3 Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa 

2.3.1 Pengertian Sengketa 

Sengketa ldapat lterjadi lpada lsiapa lsaja ldan ldimana lsaja. lSengketa lsendiri 

merupakan lsuatu lsituasi ldimana lterdapat lpihak lyang lmerasa ldirugikan loleh 

pihak llain. lApabila lsituasi ltersebut lmenunjukkan lperbedaan lpendapat, lmaka 

terjadilah lapa lyang ldinamakan ldengan lsengketa. lSengketa lberasal ldari 

terjemahan lbahasa linggris lyaitu ldispute. lSedangkan ldalam lbahasa lbelanda 

sengketa ldisebut ldengan lgeding latau lprocess. lPengertian lsengketa ldalam 

kamus lBahasa lIndonesia ladalah lpertentangan lantara lorang-orang, lkelompok 

kelompok, latau lorganisasi-organisasi lterhadap lsatu lobyek lpermasalahan. 

Menurut lChomzah lsengketa ladalah lpertentangan lanatara ldua lpihak latau llebih 

yang lberawal ldari lpersepsi lyang lberbeda ltentang lsuatu lkepentingan latau lhak 

milik lyang ldapat lmenimbulkan lakibat lhukum lbagi lkeduanya.17 lKemudian 

Amriani lmendefinisikan lbahwa lsengketa ladalah lsuatu lsituasi ldimana lada 

pihak lyang lmerasa ldirugikan loleh lpihak llain, lyang lkemudian lpihak ltersebut 

menyampaikan lketidakpuasan lini lkepada lpihak lkedua.18 lSedangkan lkonflik 

atau lsengketa lmenurut lRahmadi lmerupakan lsituasi ldan lkondisi ldimana  

orang-orang lsaling lmengalami lperselisihan lyang lbersifat lfaktual lmaupun 

perselisihan lyang lada lpada lpandangan lmereka lsaja.19 

 

                                                           
16 l‘Https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Mengenal-

Maladministrasi#:~:Text=Maladministrasi%20merupakan%20perilaku%20atau%20perbuatan,%2

C%20permintaan%20imbalan%2C%20dan%20lainnya’. lDiakses lpada l10 lNovember l2022 
17 lAli lAchmad lChomzah, lSeri lHukum lPertanahan lIII lPenyelesaian lSengketa lHak lAtas 

lTanah lDan lSeri lHukum lPertanahan lIV lPengadaan lTanah lInstansi lPemerintah. lJakarta: 

lPrestasi lPustaka, l2003, lhlm. l14. 
18 lAmriani lNurnaningsih, lMediasi lAlternatif lPenyelesaian lSengketa lPerdata lDi 

lPengadilan. lJakarta: lRaja lGrafindo, l2012. lhlm. l12. 
19 lTakdir lRahmadi, lMediasi lPenyelesaian lSengketa lMelalui lPendekatan lMufakat. lJakarta: 

lRajawali lPers, l2011. lhlm. l1. 
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2.3.2 Objek Sengketa 

Objek ldidefinisikan lsebagai lbenda, lbaik lberupa ltanah lmaupun lsumber ldaya 

alam llainnya. lObjek lsengketa lselalu lberkembang ldan lpada lmasala llalu lobjek 

sengketa lmerupakan lsesuatu lyang lsangat lkonkrit ldan lkasat lmata, lsedangkan 

pada lsaat lini lsemakin lbanyak lobjek lsengketa lyang labstrak ldan lterlihat 

langsung. lSengketa lTata lUsaha lNegara ladalah lsengketa lyang ltimbul ldalam 

bidang ltata lusaha lnegara lyakni lantara lorang latau lbadan lhukum lperdata 

dengan lbadan latau lpejabat ltata lusaha lnegara, lbaik ldi lpusat lmaupun ldi 

daerah, lsebagai lakibat ldikeluarkannya lkeputusan ltata lusaha lnegara, ltermasuk 

sengketa lkepegawaian lberdasarkan lperaturan lperundang-undangan lyang 

berlaku lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l1 langka l10 lUndang-Undang 

Nomor l51 lTahun l2009 lTentang lPeradilan lTata lUsaha lNegara l(UU lPTUN). 

2.3.3 Subjek Sengketa 

Subjek lsengketa ldapat lberupa lorang ldengan lorang, lkelompok, llembaga latau 

institusi lyang lmengakui lmenguasai lsatu latau llebih lobjek ltanah, lhutan ldan 

sumber ldaya lalam. lSetiap lsubjek lyang lmengakui lmemiliki lsebidang ltanah, 

hutan latau lsumber ldaya lalam l(objek) ltentu lmelakukannya ldengan lsuatu   

dasar llegitimasi l(keabsahan) lyang ldiharapkan lmeyakinkan. lSedangkan lsubjek 

sengketa lTUN ladalah lpihak-pihak lyang lbersengketa ladalah lantara lwarga 

negara latau lbadan lhukum lperdata llawan lbadan latau lPejabat lTUN lyang 

sekurang-kurangnya lterdiri ldari lPenggugat ldan lTergugat. 

2.3.4 Macam-Macam Penyelesaian Sengketa 

Di ldalam lperlindungan lhukum lterhadap lPenyelesaian lsengketa ldapat 

diselesaikan lmelalui lbeberapa lkemungkinan, lyang lpertama lmelalui llembaga 

peradilan ltata lusaha lnegara latau lperadilan ladministrasi l(administratief 

rechtspraak), lyang lkedua lmelalui lupaya ladministratif lserta ldapat lmelalui 

lembaga lalternatif lpenyelesaian lsengketa ldi lluar lpengadilan. lSesuai ldengan 

ketentuan lPasal l48 lUndang-Undang lNomor l5 lTahun l1986 ltentang lPeradilan 

Tata lUsaha lNegara lyang lmenyatakan lbahwa ltidak lsetiap lKeputusan lTata 

Usaha lNegara l(beschikking) lsebagai lobyek lsengketa ldapat llangsung ldigugat 

melalui lPeradilan lTata lUsaha lNegara, lkarena lapabila lterdapat lupaya 
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administratif lmaka lsengketa ltersebut lharus ldiselesaikan lterlebih ldahulu 

melalui lupaya ladministratif.20 

Kemudian ldijelaskan llebih llanjut ldidalam lketentuan lPasal l129 lUndang-

Undang lNomor l5 lTahun l2014 ltentang lAparatur lSipil lNegara lyang 

menjelaskan lmengenai ltata lcara lpenyelesaian lsengketa lyakni l: 

(1) Sengketa lPegawai lASN ldiselesaikan lmelalui lupaya ladministratif; 

(2)  Upaya ladministratif lsebagaimana ldimaksud lpada layat l(1) lterdiri ldari 

lkeberatan ldan lbanding ladministratif; 

(3)  Keberatan lsebagaimana ldimaksud lpada layat l(2) ldiajukan lsecara ltertulis 

lkepada latasan lpejabat lyang lberwenang lmenghukum ldengan lmemuat 

lalasan lkeberatan ldan ltembusannya ldisampaikan lkepada lpejabat lyang 

lberwenang lmenghukum; 

(4)  Banding ladministratif lsebagaimana ldimaksud lpada layat l(2) ldiajukan 

lkepada lBadan lPertimbangan lASN; 

(5)  Ketentuan llebih llanjut lmengenai lupaya ladministratif ldan lbadan 

lpertimbangan lASN lsebagaimana ldimaksud lpada layat l(2) ldan layat l(4) 

ldaitur ldengan lPeraturan lPemerintah. 

 Selain lmelalui lpengadilan ldan lmelakukan lupaya ladministratif lpenyelesaian 

lsengketa ldapat ldilakukan lmelalui lpenyelesaian lsengketa ldiluar lpengadilan. 

lPenyelesaian lini lsering ldisebut ldengan lpenyelesaian lnon llitigasi latau ldiluar 

lpengadilan. lPenyelesaian lnon llitigasi lyaitu lsuatu lproses ldalam lpenyelesaian 

lsengketa lyang lsering ldigunakan lbaik ldalam lsengketa lpublik lmaupun 

lsengketa lyang lbersifat lprivat.21 lPenyelesaian lini ldapat lditempuh ldengan 

lberbagai lcara lseperti larbitrase, lmediasi, lkonsiliasi, lajudikasi ldan 

lpenyelesaian lsengketa lkhusus llainnya. l 

 

                                                           
20 lRiza lD, l‘Hakikat lKTUN lMenurut lUndang-Undang lPeradilan lTata lUsaha lNegara lVs 

lUndang-Undang lAdministrasi lPemerintahan’, lSoumatera lLaw lReview, lVol. l2, lNo 

l(2019), lhlm. l207-220. 
21 lSusrama lI lNengah l& lSukma lPutu langga lPratama, l‘Keputusan lFiktif lDalam lUpaya 

lAdministratif lTerhadap lKeputusan lAparatur lSipil lNegara’, lJurnal lHukum lSaraswati, 

lVol.1 lNo. l(2019), lhlm. l33–47. 
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2.3.5 Pengertian Pemerintah Desa 

Pemerintah ldalam larti lluas ldiartikan lsebagai lbentuk lorganisasi lyang lbekerja 

dengan ltugas lmenjalankan lsuatu lsistem lpemerintahan. lSedangkan lpemerintah 

dalam larti lsempit ladalah lsuatu lbadan lpersekumpulan lyang lmemiliki  

kebijakan ltertentu luntuk lmengelola ldan lmengatur ldalam lsistem lpemerintahan 

tertentu. lPemerintahan ldesa ladalah lsuatu lproses lpemaduan lusaha-usaha 

masyarakat ldesa lyang lbersangkutan ldengan lusaha-usaha lpemerintah luntuk 

meningkatkan ltaraf lhidup lmasyarakat.22 

Berdasarkan lUndang-Undang lNomor l6 lTahun l2014 lTentang lDesa lPasal l23, 

ditegaskan lbahwa lPemerintahan lDesa ldiselenggarakan loleh lPemerintahan 

Desa. lPada lPasal l1 layat l3 ldirumuskan lbahwa: lPemerintahan lDesa ladalah 

Kepala lDesa latau lyang ldisebut ldengan lnama llain ldibantu lperangkat ldesa 

sebagai lunsur lpenyelenggara lPemerintahan lDesa. lDengan ldemikian 

pemerintahan ldesa lmerupakan lsuatu lorganisasi lpenyelenggaraan lpemerintah 

desa lyang lterdiri latas: 

1)  Sekretariat ldesa, lyaitu lterdiri ldari lstaf latau lpelayanan lyang ldiketuai loleh 

lsekretaris ldesa. 

2)  Unsur lpelaksana lteknis, lyaitu lunsur lpembantu lkepala ldesa lyang 

lmelaksanakan lurusan lteknis ldi llapangan lseperti lurusan lpengairan 

lkeagamaan, ldan llain-lain. 

3)  Unsur lkewilayahan, lyaitu lpembantu lkepala ldesa ldi lwilayah lkerjanya 

lseperti lkepala ldusun.23 

 

2.3.6 Peraturan Desa 

Peraturan lDesa ladalah lsuatu lperaturan lperundang-undangan lyang lditetapkan 

oleh lkepala ldesa lsetelah lmelalui lpembahasan ldan lkesepakatan ldengan lBadan 

Musyawarah lDesa.Peraturan lDesa ldirumuskan lsebagai lbagian ldari  

                                                           
22 lAdon lNasrullah lJamaludin, l2015. lSosiologi lPerdesaan. lSurakarta: lPustaka lSetia, lhlm. 

l109-111. 
23 lHanif lNurcholis, l2011. lPertumbuhan lDan lPenyelenggaraan lPemerintahan lDesa. 

lJakarta: lErlangga, lhlm. l73. 
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pelaksanaan lpemerintahan ldesa. lOleh lkarena litu, lkeberadaan lPerda lini lsangat 

penting, lsebagai lpenyeimbang lterhadap lpemerintahan ldesa ldan lBadan 

Permusyawaratan lDesa. 

Karena lpentingnya lkedudukan lperaturan ldesa ldalam lpemerintahan ldesa, lmaka 

dalam lmerumuskan lperaturan ldesa lharus ldidasarkan lpada lkebutuhan ldan 

kondisi ldesa lsetempat, lmengacu lpada lperaturan lperundang-undangan ldesa  

dan lkonvensi lsetempat ldan ltidak lboleh lbertentangan ldengan latasan lperaturan 

perundang-undangan lyang llebih ltinggi lserta ltidak lboleh lmerugikan 

kepentingan lumum. lSelanjutnya, lPeraturan lDesa lyang lmerupakan lproduk 

politik lyang lharus lditulis lsecara ldemokratis ldan lpartisipatif. 

Setelah lperaturan ldesa lditetapkan loleh lKepala lDesa ldan lBPD, lmaka ltahap 

selanjutnya ladalah lpelaksanaan lperaturan ldesa lyang lakan ldilaksanakan loleh 

Kepala lDesa. lKemudian, lBPD lselaku lmitra lpemerintahan ldesa lmempunyai 

hak luntuk lmelakukan lpengawasan ldan levaluasi lterhadap lhasil lpelaksanaan 

peraturan ldesa ltersebut. lSedangkan lmasyarakat lselaku lpenerima lmanfaat, juga 

mempunyai lhak luntuk lmelakukan lmonitoring ldan levaluasi lterdap pelaksanaan 

peraturan ldesa.24 

Agar lperaturan ldesa lbenar-benar lmencerminkan lhasil lpermusyawaratan ldan 

pemufakatan lantara lpemerintahan ldesa ldengan lBadan lPerwakilan lDesa, lmaka 

diperlukan lpengaturan lyang lmeliputi lsyarat-syarat ldan ltata lcara lpengambilan 

keputusan lbentuk lperaturan ldesa, ltata lcara lpengesahan, lpelaksanaan ldan 

pengawasan lserta lhal-hal llain lyang ldapat lmenjamin lterwujudnya ldemokrasi 

di lDesa. l 

Tata lurutan lperaturan lperaturan lperundang-undangan lmerupakan lpedoman 

dalam lpembuatan laturan lhukum ldibawahnya. lberdasarkan lketetapan lMajelis 

Permusyawaratan lRakyat lRepublik lIndonesia lNomor lIII/MPR/2000 ltentang 

sumber lhukum ldan ltata lurutan lperaturan lperundang-undangan lRepublik 

Indonesia ladalah: l 

                                                           
24 lMoch lSolekhan, l2012. lPenyelenggaraan lPemerintahan lDesa lBerbasis lPartisipasi 

lMasyarakat. lMalang: lSetara, lhlm. l56-57. 
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a. lUndang-undang lDasar lNegara lRepublik lIndonesia l1945; l 

b. lKetetapan lMajelis lPermusyawaratan lRakyat lRepublik lIndonesia; l 

c. lUndang-undang; l 

d. lPeraturan lPemerintah lPengganti lUndang-undang l(Perpu); l 

e. lPeraturan lPemerintah; l 

f. lKeputusan lPresiden; l 

g. lPeraturan lDaerah. 

Pada lketentuan lPasal l7 lAyat l(7) ldisebutkan lbahwa lperaturan ldaerah lyang 

merupakan lproduk lhukum/peraturan lyang lpaling lbawah, ldapat ldidefiniskan 

sebagai lperaturan luntuk lmelaksanakan laturan lhukum ldi latasnya ldan 

menampung lkondisi lkhusus ldari ldaerah lyang lbersangkutan. lPeraturan ldaerah 

dapat ldiuraikan lsebagai lberikut: l 

a. Peraturan ldaerah lProvinsi l 

Peraturan ldaerah lyang ldisusun loleh lDewan lPerwakilan lRakyat lDaerah 

Provinsi lbersama ldengan lGubernur. l 

b. Peraturan ldaerah lKabupaten l 

Peraturan ldaerah lyang ldisusun loleh lDewan lPerwakilan lRakyat lDaerah 

Kabupaten/Kota lbersama ldengan lbupati/walikota. l 

c. Peraturan lDesa l 

Peraturan lDesa lyang ldibuat lpemerintah ldesa lbersama lBadan lPerwakilan   

Desa lyang ltata lcara lpembuatan lperaturan ldesa latau lsetingkat ldiatur loleh 

Peraturan lDaerah lKabupaten/Kota lyang lbersangkutan.25 

Peraturan lpemerintah ldesa ldisusun ldalam lrangka lmewujudkan 

penyelenggaraan ldesa ldidasarkan lpada lasas lpenyelenggaraan lpemerintahan 

yang lbaik. lserta lsejalan ldengan lasas lpengaturan ldesa, lmenurut lPasal l24, 

penyelenggaraan lpemerintahan ldesa lUndang-undang lNomor l6 lTahun l2014 

Tentang lDesa lberdasarkan lasas: 

a. Kepastian lhukum; l 

b. Tertib lpenyelenggaraan lpemerintahan; l 

                                                           
25 lWidjaya. lHAW, l2008. lOtonomi lDesa lMerupakan lOtonomi lYang lAsli, lBulat lDan 

lUtuh l(Jakarta: lRajawali lPers, lhlm. l94-96. 
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c. Tertib lkepentingan lumum; l 

d. Keterbukaan; l 

e. Proporsionalitas; l 

f. Profesionalitas; l 

g. Akuntabilitas; l 

h. Efektivitas ldan lefisien; l 

i. Kearifan llokal; l 

j. Keberagaman; ldan l 

k. Partisipatif.26 

 

2.3.7 Penyelenggara Pemerintahan Desa 

 Pemerintah ldesa lterdiri latas lkepala ldesa ldan lperangkat ldesa. lSementara, 

lperangkat ldesa lterdiri ldari lsekretaris ldesa ldan lperangkat ldesa llainnya. lYang 

ldimaksud ldengan l“perangkat ldesa llainnya” ldalam lketentuan lini ladalah 

lperangkat lpembantu lkepala ldesa lyang lterdiri ldari lsekretariat ldesa, lpelaksana 

lteknis llapangan lseperti lkepala lurusan, ldan lunsur lkewilayahan lseperti lkepala 

ldusun latau ldengan lsebutan llain. lJumlah lperangkat ldesa lyang ldisesuaikan 

ldengan lkebutuhan, lkondisi lsosial lmasyarakat lsetempat ldan lkemampuan 

lkeuangan ldesa.27 

 Berdasarkan lUndang-Undang lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa 

lmenyebutkan lbahwa lpemerintah ldesa ladalah lkepala latau lyang ldisebut 

ldengan lnama llin lperangkat ldesa lsebagai lunsur lpenyelenggara lpemerintahan 

ldesa, ldalam lmelaksanakan ltugas. 

a. Kepala lDesa l 

Menurut lPasal l26 lUndang-undang lNo. l6 ltahun l2014 lTentang ldesa 

ldisebut lbahwa: l 

                                                           
26 lUndang-Undang lDasar lRepublik lIndonesia lTahun l2014 lTentang lDesa. 
27 lDidik lG. lSuharto, l2016. lMembangun lKemandirian lDesa: lPerbandingan lUU lNo. 

l5/1979, lUU lNo. l22/1999, lDan lUU lNo. l32/2004 lSerta lPerspektip lUU lNo. l6/2014 l. 

lYogyakarta: lPustaka lPelajar, lhlm. l193. 
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1) Kepala lDesa lbertugas lmenyelenggarakan lpemerintahan ldesa, 

melaksanakan lpembangunan ldesa, lpembinaan lkemasyarakatan ldesa, ldan 

pemberdayaan lmasyarakat ldesa. l 

2) Dalam lmelaksanakan ltugas lsebagaimana ldimaksud lpada layat l(1), lKepala 

Desa lberwenang: l 

a. Memimpin lpenyelenggaraan lpemerintahan ldesa; l 

b. Mengangkat ldan lmemberhentikan lperangkat ldesa; l 

c. Memegang lkekuasaan lpengelolaan lkeuangan ldan lasset ldesa; l 

d. Menetapkan lperaturan ldesa; l 

e. Menetapkan langgaran lpendapatan ldan lbelanja ldesa; l 

f. Membina lkehidupan lmasyarakat ldesa; l 

g. Membina lketenteraman ldan lketertiban lmasyarakat ldesa; l 

h.  Membina ldan lmeningkatkan lperekonomian ldesa lserta 

lmengintegrasikannya lagar lmencapai lperekonomian lskala lproduktif 

luntuk lsebesar-besarnya lkemakmuran lmasyarakat ldesa; l 

i.  Mengembangkan lsumber lpendapatan ldesa; l 

j.  Mengusulkan ldan lmenerima lpelimpahan lsebagian lkekayaan lnegara 

lguna lmeningkatkan lkesejahteraan lmasyarakat ldesa; l 

k.  Mengembangkan lkehidupan lsosial lbudaya lmasyarakat ldesa; l 

l.  Memanfaatkan lteknologi ltepat lguna; l 

m.  Mengoordinasikan lpembangunan ldesa lsecara lpartisipatif; l 

n.  Mewakili ldesa ldi ldalam ldan ldi lluar lpengadilan latau lmenunjuk 

lkuasa lhukum luntuk lmewakilinya lsesuai ldengan lketentuan lperaturan 

lperundangundangan; ldan l 

o.  Melaksanakan lwewenang llain lyang lsesuai ldengan lketentuan 

lperaturan lperundang-undangan.28 

 

b. Perangkat lDesa 

 Perangkat ldesa lterdiri ldari: lSekretaris ldesa, lpelaksana lkewilayahan, 

lPelaksana lteknis. lSedangkan ltugas lmereka ladalah lmembantu lkepala ldesa 

ldalam lmelaksanakan ltugas ldan lkewenangannya. lKarena litu, lmereka ldiangkat 

                                                           
28 lUndang-Undang lDasar lRepublik lIndonesia lTahun l2014 lTentang lDesa. 
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ldan ldiberhentikan loleh lkepala ldesa. lUndang-Undang lDasar lRepublik 

lIndonesia lNo. l6 lTahun l2014 lTentang lDesa. lKemudian, ldalam lmelaksanakan 

ltugas ldan lwewenangnya, lperangkat ldesa lbertanggung ljawab lkepada lkepala 

ldesa. 

 

c. Badan lPermusyawaratan lDesa l(BPD) 

 Badan lPermusyawaratan lDesa l(BPD) lmitra lkepala ldesa ldalam lmenjalankan 

ltugas ldan lwewenangnya. lKeanggotaan lBPD lmerupakan lwakil ldari lpenduduk 

ldesa lberdasarkan lketerwakilan lwilayah lyang lpengisiannya ldilakukan lsecara 

ldemokratis. lJumlah langgota lBPD lditetapkan ldengan ljumlah lpaling lsedikit l5 

l(lima) lorang ldan lpaling lbanyak l9 l(sembilan) lorang, ldengan lmemperhatikan 

lwilayah, lperempuan, lpenduduk, ldan lkemampuan lkeuangan ldesa. lSedangkan 

lperesmiannya lditetapkan ldengan lkeputusan lBupati/Walikota. l 

 Masa lkerja lBPD lsama ldengan lKepala lDesa, lyaitu l6 ltahun ldan lsesudahnya 

ldapat ldipilih lkembali lselama l3 l(tiga) lkali lsecara lberturut-turut latau ltidak 

lberturut-turut. lSedangkan ltugas ldan lfungsi lBPD ladalah: l1) lmembahas ldan 

lmenyepakati lRancangan lPeraturan lDesa lbersama lKepala lDesa, l2) 

lmenampung ldan lmenyalurkan laspirasi lmasyarakat ldesa, ldan l3) lmelakukan 

lpengawasan lkinerja lkepala ldesa. l 

 Kemudian luntuk lmelaksanakan ltugas ldan lfungsinya ltersebut, lBPD 

lmempunyai lhak luntuk: l 

1)  Mengawasi ldan lmeminta lketerangan ltentang lpenyelenggaraan 

lpemerintahan ldesa lkepada lpemerintahan ldesa, l 

2)  Menyatakan lpendapat latas lpenyelenggaraan lpemerintahan ldesa, 

lpelaksanaan lpembangunan ldesa, lpembinaan lkemasyarakatan ldesa, ldan 

l257 lpemberdayaan lmasyarakat ldesa, ldan 

3)  Mendapatkan lbiaya loperasional lpelaksanaan ltugas ldan lfungsinya ldari 

lAnggaran lPendapatan ldan lBelanja lDesa.29 

 

                                                           
29 lMoch, lSolekhan, lPenyelenggaraan lPemerintahan lDesa lBerbasis lPartisipasi 

lMasyarakat,… lOp. lCit. lhlm. l76-77. 
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2.4 Perangkat Desa 

2.4.1 Pengertian Perangkat Desa 

 Perangkat ldesa lmerupakan lbagian ldari lpenyelenggara lpemerintahan lyang 

ltedapat ldidesa lserta lmempunyai ltugas ldalam lmembantu lseorang lkepala ldesa 

ldalam lmejalankan ltugas ldan lwewenang lkepala ldesa ltersebut ldalam 

lmelaksanakan lpemerintahan ldari ldesa ltersebut ldan lkeperluan ldari 

lmasyarakat ldi ldesa ldimana ltempat ltugasnya. lSesuai ldengan lUndang-Undang 

lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa ldijelaskan lbahwa lkewenangan ldalam 

lpengangkatan lserta lpemberhentian lseorang lbagian ldari lpemerintahan ldesa 

ladalah lwewenang ldari lseorang lkepala ldesa, lakan ltetapi ldidalam 

lmelaksanakan lwewenangnya litu ltentunya lseorang lkepala ldesa ltetap lharus 

lsesuai ldengan lperaturan lyang ltelah ldiatur ldidalam lundang-undang lataupun 

lperaturan lyang lberlaku. 

 Perangkat ldesa ladalah lpegawai lpemerintah ldalam lbidang lpelayanan 

lmasyarakat lyang lmemiliki ltugas ldan lkewajiban lterhadap lpelayanan lkepada 

lmasyarakat ldimana lmereka lbekerja lserta lmendukung lKepala lDesa ldidalam 

lmelakukan ltugasnya. lPara lperangkat ldesa ldidalam lmelakukan lpelayanan 

lkepada lmasyarakat lmewajibkan lmereka luntuk lbisa lmelakukan lpelayanan 

lkepada lmasyarakat lsesuai ldengan lapa lyang ldiinginkan loleh lmasyarakat 

ldidaerah ltersebut. 

 Berdasarkan lUndang-Undang lDesa lNomor l06 lTahun l2014 ltentang lDesa 

lpasal l48 ldan lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri lNomor l83 lTahun l2015 

ltentang lPengangkatan ldan lPemberhentian lPerangkat lDesa. lSehingga lyang 

ldimaksud ldengan lbagian ldari lPerangkat lDesa lyaitu lmeliputi: l 

1. lSekretaris lDesa, l 

2. lPelaksana lWilayah lDesa, ldan l 

3. lPelaksana lTeknis lDesa 
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2.4.2 Pengangkatan Perangkat Desa 

 Perangkat lDesa lNon lASN l(Non lAparatur lSipil lNegara) lyang lhakikatnya 

lberbakti luntuk lmengabdi lkepada lmasyarakat ldimana ltempat lia lbekerja 

ldalam lbidang lpemerintahan ldan lsosial lserta lmemajukan lekonomi lpedesaan. 

lPelayanan lpara lPerangkat lDesa lNon lASN lini lharus lsangat ldiapresiasi 

ldibidang ltersebut ldikarenakan ltugas lnya lsebagai lpelayan lmasyarakat. 

lDengan lpelayanan lkepada lmasyarakat ltersebut, lmereka ljuga lmendapatkan 

lhak lkemasyarakatan lberupa lpenggunaan ltanah ldesa lsebagai lbentuk 

lpenghargaan lmasyarakat ldesa lterhadap lkinerja lmereka. l 

 Kebiasaan lpengangkatan lPerangkat lDesa lNon lASN lpada lmasing-masing 

lwilayah lmempunyai lberbagai lmetode. lAda lyang lmengunakan lmetode 

lditunjuk llangsung lolek lKepala lDesa lyang lbersangkutan, lada lpula ldengan 

lmetode ljalur lujian lumum ltertulis, lserta lada ljuga lyang lmelalui lmetode 

lpenunjukan llangsung. l 

 Akan ltetapi lsampai lhari lini, lkebiasaan lburuk lyang lseakan lsudah lmenjadi 

ltradisi lsystem lpenerimaan lperangkat ldesa lyang ltidak ltransparan lsering 

lmenjadikan lini ldasar lsengketa lantara lkepala ldesa ldan lBadan lPerwakilan 

lDesa l(BPD) lseorang lkepala ldesa lyang lmemiliki lkuasa lpenuh lsering lkali 

ldilangkali loleh lbadan lpengawas lyang lmengangkat lperangkat ltanpa lseizin 

lkepalas lsedangkan ldalam lperturan lkemendagri lbahwa lseorang lperangkat 

ldesa ladalah lhak lpreogratif ldari lkepala ldesa lyang lkemudian ldidiskusikan 

loleh lcamat lyang ltelah lmendpatkan lpersetujuan. l 

 Mekasisme lseorang lbisa lmenjadi lperangkat ldesa lsudah ltertuang ldalam 

lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri lNomor l83 lTahun l2015 ltentang 

lPengangkatan ldan lPemberhentian lPerangkat lDesa, ldimana ldalam 

lPERMENDAGRI lsudah ljelas lbagai lmana lcara ldan lsistematis lmenjadi 

lseorang lperangkat ldesa, lMetode lpengangkatan lPerangkat lDesa ldisebutkan 

ldalam lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri lNomo l83 lTahun l2015 lyaitu: l 

1.  Seorang lKepala lDesa lwajib lmemiliki lyang lterdiri ldari lsekertaris 

laserta lminimal l1 lorang longgota l 
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2.  Kepala lDesa lmelaksanakan lseleksi lyang lditugakan lkepada lpanitia 

lseleksil 

3.  Seleksi lpenerimaan lperangkat lbaru lmaksimal l2 lbulan lsetelah 

lberakhir lmasa ljabantan lsebelumnya; l 

4.  Hasil lminial lmemiliki l2 lpersetujuan lantara lkades ldan lcamat; l 

5.  Camat lmemberikan lmengusulkan ltertulis lterhadap lbakal lcalon 

lpegawai lDesa lmaksimal l7 l(Tujuh) lhari lmasa lkerja; l 

6.  Usulan lyang ldiberikan lCamat lsetuju latau ltidaknya ltergantung 

ldengan lsyarat ltertentu; 

7.  Setelah lCamat lmenyutuju lseorang lKepala lDesa lmenerbitkan 

lKeputusan lPengangkatan lPerangkat lDesa; l 

Saran lusulan lCamat lberisi lpenolakan, lKepala lDesa lmelakukan lseleksi ldan 

penyaringan lkembali lcalon lPerangkat lDesa. 

 

2.4.3 Pemberhentian Perangkat Desa 

 Seorang lkepala ldesa ljika lingin lmemberhentikan lseorang lperangkat ldesa 

lharus lsesaui ldengan lkepastian ldan lhukum lyang lterlah lditetapkan. lMenteri 

lDalam lNegeri lsudah lmengeluarkan lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri lNomor 

l67 lTahun l2017 lyang ldidalamnya ltelah ldijelaskan lmengenai ltata lcara 

lPengangkatan ldan lPemberhentian lPerangkat lDesa. lSesuai ldengan 

lPermendagri ltersebut ldijelaskan lbahwa lperangkat ldesa lberhenti lkarena l3 

l(tiga) lsebab lyaitu l: l 

1. lMeninggal ldunia; l 

2. lAtas lpermintaan lsendiri, ldan l 

3. lKarena ldiberhentikan. l 

Sesuai ldengan lpoin l3 ldiatas lPerangkat lDesa lyang ldiberhentikan lkarena: l 

1. lUsia ltelah lgenap l60 l(Enam lPuluh) lTahun; l 

2. ltelah ldiputus lperadilan lumum ldengan lkurungan l5 ltahun; l 

3. lBerhalangan ltetap; l 

4. lTidak lmemenuhi lsyarat; l 

5. lMelanggar llarangan lsebagai lPerangkat ldesa l. l 
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 Perangkat lyang ldirasa lsudah ltidak lproduktif lbaik ldari lsegi lusia latupun 

lkinerja lwajib ldilakukan lpemberhentian lhubyngan lkerja lkarena lsangant 

lmenghambat lpekerjaan lguna lmenjalankan lpemerintahan ldesa, luntuk 

lmemberhentikan lseorang lperangkat lmaka lkades lwajib lmengirimkan lsurat 

lyang ldisampaikan lkepada lCamat lpaling llambat l14 l(Empat lBelas) lhari 

lsetelah lditetapkan. 

 

2.4.4 Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa 

Kepala lDesa lmemiliki lkewenangan ldidalam lmengangkat lmaupun ldalam 

memberhentikan lperangkat ldesanya lhal lini lterlah ldiatur ldalam lUndang-

Undang lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa. lPenyebab lpemberhentian 

mengenai lperangkat ldesa ldijelaskan ldidalam lPasal l53 lyang lmana ldisebabkan 

oleh l: l 

1. lMeninggal ldunia; l 

2. lPermintaan lsendiri latau l 

3. lDiberhentikan 

 Dapat ldijelaskan lmasksud ldari lyang lada ldiatas lbahwa lpemberhentian 

lperangkat ldesa lyang ldijelaskan ldengan ldasar lkewenangan luntuk 

lmengeluarakan lsurat lkeputusan lsesuai ldengan lPasal l52 layat l(2) lyang 

lmenyebutkan lbahwa lperangkat lDesa ldipecat lkarena: l 

1. lMemasuki lmasa lpensiun lUsia l60 ltahun; l 

2. lTidak lASN; l 

3. lSudah ltidak lmasuk lkeriteria lpegawai ldesa lproduktif; l 

4. lMelanggar lketentuan lperaturan lyang ltelah lditetapkan 

 Penyebab ldiberhentikan lperangkat ldesa lyang ltelah ldijelaskan latas ldasar lSK 

lkepala ldesa ldengan ltata lcara lynag lditerangkan ldalam lPasal l53 layat l(3) 

lyang lmenyebutkan lbahwa lperangkat ldesa lyang ldiberhentikan lberdasarkan 

lkeputusan loleh lseorang lkepala ldesa lyang lmana lkepala ldesa ltersebut 

lberkonsultasi lkepada lseorang lcamat latas lnama lbupati/walikota. lDari 

lpenjelasan ltersebut ldapat lkita ltahu lbahwa lkepala ldesa lwajib lmemberikan 

lalas lan lyang ljelas ldalam lmenberhentikn ljajaran lyang lmenbentunya ltidak 
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lapat lseenaknya ldengan lasal ldiberhentikan lterkecuali lseorang lperangkat ldesa 

lmelanggar lyang ltelah lditetapakan ldesa, llarangan lsebagai lperangkat ldesa 

ldisebutkan ldalam lPasal l51 lUndang-Undang lNomor l6 ltahun l2014 ltentang 

ldesa lyaitu: l 

a. Merugikan lmasyarakat; l 

b. Membuat lperaturan lyang lbisa ltercipta lkorupsi,kolusi,nepotisme; l 

c. Menyalahgunakan lwewenang, ltugas, lhak, lserta lkewajiban; l 

d. Membedakan latar lwarga lmsyarakatnya; l 

e. meresahkan lsekelompok lmasyarakat lDesa; l 

f. Melakukan lkolusi, lkorupsi, ldan lnepotisme; l 

g. Menjadi lpenjara(mencuri,korupsi) l 

 Bagi lperangkat lyang ldiberhentikan lsementara layat l(2) ldiatas ldiputus lbebas 

latau ltidak lterbukti lbersalah loleh lPengadilan ldan ltelah lberkekuatan lhukum 

ltetap latau linkrah ldikembalikan lkepada ljabatannya lsemula.pemeberhentian 

lperangkat ldesa ldapat lsesuai ldengan lperseturan lyang ltelah ldisepakati 

lbersama lsebelumnya lyang ltelah ldisetujuan lbadan lpengawas ldesa ldan 

ldisetujui loleh lkepala ldesa litu lsendiri, lsehingga lkewenangan ltersebut lbaru 

ldapat lmelekat lkepada lkepala lDesa lapabila lsyarat lpemberhentian ldan 

lperaturan lyang ltelah lada ltersebut ldapat ldipertimbangkan ltentang 

lpemberhentian ltelah ltepat ldalam lpenerapanya lsesuai ldengan lperaturan lyang 

lberlaku. l 

 Sebab lpemberhentian lharus lsesuai ldengan lketentuan lyang ltelah ldisepakati 

lsebelumya ldan lsesuai ldengan lperaturan lpertauran lyang lada ltidak lhanya 

ldengan lkemanan lseorang lkepala ldesa lsendiri, lsehingga ldengan ldasar-dasar 

lyang lada ltersebut lmaka lkehidupan lmasyarakat ltidak lterganggu ldan ldapat 

lhidup lrukun lberdampingan ldengan laman lnyaman ltentram ldan ldapat 

lmewujudakan ltujuan lbersama lyaitu lmemakmuran lmasyarakat lterutama 

ldesanya lsendiri. 

  



 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode lpenelitian lini ldilakukan luntuk lmemperoleh ldata lyang lakurat. 

Penelitian lhukum lmerupakan lsebuah lkegiatan lilmiah luntuk lmengembangkan 

ilmu lpengetahuan lhukum lagar lmengetahui lmasalah lpada lkegiatan ltermasuk 

masalah-masalah lyang lberkembang ldi ldaerah. 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan lmasalah ldalam lproses lpengumpulan ldata lpada lpenelitian lini  

maka lmenggunakan lpendekatan lsecara lyuridis lnormatif ldan lyuridis lempiris. 

Pendekatan lyuridis lnormatif lmerupakan lsuatu lpendekatan lyang ldilakukan 

dengan lcara lmenelaah lpada lasas, lteori, ldan lkonsep lserta lperaturan-peraturan 

terhadap lpenelitian lini luntuk lmemahami lmasalah ldengan lkajian lilmu lhukum, 

sedangkan lpendekatan lyuridis lempiris ldilakukan luntuk ldapat lmengetahui 

kejelasan lfakta lyang lterjadi ldilapangan ldan lberkaitan ldengan lpelaksanaan 

pemberhentian lperangkat ldesa lsecara lnon lprosedural ldi lDesa lBuah lBerak 

Kabupaten lLampung lSelatan. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder. 

3.2.1 Data Primer 

Data lprimer lyang lterdapat ldalam lpenelitian lini ldiperoleh lsecara llangsung 

dengan lcara lmelakukan lwawancara ldengan linforman lyang lmerupakan 

perwakilan ldari lLembaga lOmbudsman lRepublik lIndonesia lPerwakilan 

Provinsi lLampung. lSelain litu, lpeneliti ljuga lmelakukan lwawancara ldengan 

Dosen lahli lbidang lhukum ldari lUniversitas lLampung.  
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3.2.2 Data Sekunder 

 

Data lsekunder ladalah ldata lyang ldiperoleh ldari lberbagai lsumber lhukum 

dengan lmelakukan lstudi ldokumen, larsip lyang lbersifat lteoritis, lkonsep-

konsep, ldoktrin ldan lasas-asas lhukum lyang lberkaitan ldengan lpermasalahan 

yang lakan lditeliti, lyang lterdiri lantara llain: 

a. Bahan lHukum lPrimer 

 

 Sumber lbahan lyang lmerupakan lbahan-bahan lhukum lyang lmempunyai 

lkekuatan lhukum lmengikat lseperti lperaturan lperundang-undangan lyang 

lberlaku. lBahan lhukum lprimer, lyaitu lbahan lhukum lyang lmengikat lyang 

lterdiri ldari l: 

a.  Undang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l37 lTahun l2008 ltentang 

lOmbudsman lRepublik lIndonesia. 

b.  Undang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l25 lTahun l2009 ltentang 

lPelayanan lPublik. 

c.  Undang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa. 

d.  Peraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l18 lTahun l2016 ltentang 

lPerangkat lDaerah. 

e.  Peraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l11 lTahun l2019 ltentang 

lPerubahan lKedua latas lPeraturan lPemerintah lNomor l43 lTahun l2014 

ltentang lPeraturan lPelaksanaan lUndang-Undang lNomor lTahun l2014 

ltentang lDesa. 

f.  Peraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l72 lTahun l2019 ltentang 

lPerubahan lAtas lPeraturan lPemerintah lNomor l18 lTahun l2016 ltentang 

lPerangkat lDaerah. 

g.  Peraturan lMenteri lDalam lNegeri lRepublik lIndonesia lNomor l83 lTahun 

l2015 ltentang lPengangkatan ldan lPemberhentian lPerangkat lDesa. 

h.  Peraturan lMenteri lDalam lNegeri lRepublik lIndonesia lNomor l67 lTahun 

l2017 ltentang lPerubahan lAtas lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri lNomor 

l83 lTahun l2016 ltentang lPengangkatan ldan lPemberhantian lPerangkat 

lDesa. 
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i. Peraturan lOmbudsman lRepublik lIndonesia lNomor l26 lTahun l2017 

ltentang lTata lCara lPenerimaan, lPemeriksaan ldan lPenyelesaian lLaporan. 

j. Keputusan lPresiden lNomor l44 lTahun l2000 ltentang lKomisi lOmbudsman 

lNasional. 

 

b. Bahan lHukum lSekunder 
 

 Bahan lhukum lsekunder lyaitu lbahan lhukum lyang lerat lhubungannya ldengan 

lbahan lhukum lprimer ldan ldapat lmembantu lmenganalisis lserta lmemahami 

lbahan lhukum lprimer ltersebut lberupa lnaskah–naskah, lhasil lpenelitian lterkait, 

lmakalah, lbuku–buku lkarya ldari lpara lpakar lhukum, ljurnal lhukum, lsurat 

lkabar lserta lbahan ltulisan llain lyang lada lkaitannya ldengan lmasalah lyang 

lditeliti. 

c. Bahan lhukum ltersier 

 Bahan lhukum ltersier lyaitu lbahan lhukum lyang lakan lmemberikan lpetunjuk 

linformasi/penjelasan lterhadap lbahan lhukum lprimer ldan lsekunder, lseperti 

lkamus lhukum, lensiklopedia, lindeks ldan llain–lain. lData lyang lselanjutnya 

ldiambil ldari lpenelitian llapangan lsebagai lrangkaian ldalam lpenelitian luntuk 

lmenemukan lfakta–fakta ldi llapangan lbaik ldalam lbentuk ldata lprimer lmaupun 

ldata lsekunder. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam lpengumpulan ldata ldi llapangan, lmaka lteknik lpengumpulan ldata 

dilakukan ldengan l2 l(dua) lcara lyaitu l: 

a. Teknik lPengumpulan lData lPrimer 

 

Salah lsatu lcara luntuk lmengumpulkan ldata lprimer ladalah lwawancara, 

wawancara lyang ldimaksud ldalam lpenelitian lini lyaitu lwawancara lbebas 

terpimpin. lWawancara lbebas lterpimpin lyaitu ldengan lmempersiapkan lterlebih 

dahulu lpertanyaan-pertanyaan lsebagai lpedoman ltetapi lmasih ldimungkinkan 

adanya lvariasi lpertanyaan lyang lakan ldisesuikan ldengan lsituasi lpada lsaat 

wawancara, lagar l lproses ltanya ljawab ldapat lberjalan ldengan llancar. 
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b. Teknik lPengumpulan lData lSekunder 

 

Studi lini lmerupakan lalat lpengumpulan ldata lsekunder, lStudi lpustaka l(library 

research) lyaitu lberbagai ldokumen lyang ldidapat ldari lperpustakaan luniversitas 

lampung ldan lRuang lBaca lFakultas lHukum lUniversitas lLampung lbahan–

bahan lpustaka lyang lberkaitan ldengan lpermasalahan lyang ldibahas ldalam 

penelitian lini. 

3.4 Analisis Data 

 

Setelah ldilakukan lpengumpulan ldan lpengolahan ldata, lkemudian ldilakukan lanalisis 

data ldengan lmenggunakan lanalisis ldeskriptif lkualitatif ldilakukan ldengan lcara 

menguraikan ldata lyang ldiperoleh ldari lhasil lpenelitian ldalam lbentuk lkalimat-kalimat 

ldisusun lsecara lsistematis, lsehingga ldapat ldiperoleh lgambaran lyang ljelas tentang 

lmasalah lyang lakan lditeliti, lsehingga lditarik lsuatu lkesimpulan ldengan berpedoman 

lcara lberfikir linduktif, lyaitu lsuatu lcara lberfikir ldalam mengambil lkesimpulan lsecara 

lumum lyang ldidasarkan latas lfakta-fakta lyang bersifat lkhusus l lguna lmenjawab 

lpermasalahan lyang ltelah ldikemukakan. 

  



 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 

fungsi penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan keadilan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi hingga tingkat 

daerah. Dengan adanya lembaga ombudsman, masyarakat di Provinsi 

Lampung diharapkan memiliki mekanisme untuk melaporkan keluhan 

atau dugaan pelanggaran terkait pelayanan publik terkhusus nya bagi para 

perangkat desa, dan diharapkan bahwa laporan mereka akan segera 

ditangani secara adil dan objektif. 

2. Secara umum Ombudsman tidak memiliki kekuatan mengikat secara 

hukum. Yang artinya bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung tidak memiliki wewenang untuk memaksa instansi pemerintah 

atau individu tertentu. Meskipun demikian, Ombudsman tetap memiliki 

kekuatan moral dan otoritas sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi 

instansi pemerintah untuk mengikuti rekomendasi yang diberikan. Dalam 

kasus diatas diketahui bahwa kekuatan dari produk yang dikeluarkan 

Ombudsman terletak dari hasil rekomendasi berupa saran dan masukan. 

Setelah dilakukan pemeriksaan dan diadakan pertemuan oleh tim 

inspektorat dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, hasilnya 

yaitu bahwa Kepala Desa Buah Berak telah mengakui kelalaiannya dalam 

pemberhentian perangkat desa atas nama Sdr. Sazuli yang tidak sesuai 

dengan  prosedur peraturan perundang-undangan. Atas kejadian tersebut 

 



 
 

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan 

secara damai dan kekeluargaan. Kemudian Sdr. Sazuli mencabut laporan 

pengaduan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan seharusnya lebih memberikan 

juga tindakan korektif kepada semua aparatur desa guna memberikan 

pemahaman yang lebih baik terkait dengan aturan dan tata cara 

penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan benar sehingga tidak 

menyalahi prosedur kembali. 

2. Kepala Desa seharusnya tidak menganggap dirinya sebagai raja sehingga 

bisa semena-mena dalam hal membuat keputusan sepihak tanpa 

memikirkan aturan dan prosedur yang berlaku. 
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